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KATA PENGANTAR 

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan “Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Kerja Sama 2024” sebagaimana mestinya. Laporan ini merupakan hasil 

kinerja monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai mitra kerja sama yang 

masih berlaku sampai dengan tahun 2024. Data yang dihimpun terdiri dari data 

kerja sama dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga.  

Berdasarkan data yang ada dilakukan monitoring terhadap berbagai 

kegiatan teknis yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan selanjutnya dilakukan 

evaluasi/survey terhadap kepuasan mitra kerja sama. Secara garis besar dari 

berbagai kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024, berbagai 

kegiatan teknis telah dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi masih terdapat 

sejumlah kerja sama yang belum terealisasi secara optimal.  

Di samping itu sebagian kerja sama dengan Daerah Lain maupun Pihak 

Ketiga telah berakhir masa berlakunya di tahun 2024 dan tidak ada pengajuan 

perpanjangan/pengembangan kerja sama. Sejalan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Kerja Sama Daerah 

Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi”, 

diharapkan kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat akan lebih terukur.  

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama ini diharapkan menjadi bahan 

dan informasi bagi berbagai pihak, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, maupun pihak lainnya (mitra kerja sama) yang 

membutuhkan data dan informasi terkait dengan berbagai kegiatan kerja sama 

yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

 

     Kuala Tungkal, 12 Desember 2024 

 Kepala Bagian Kerja Sama 

 
 

Fauziah, S. Pt 
Pembina Tk I  

 NIP. 19680205 199703 2 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan 

dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, kelompok 

usaha maupun Pemerintahan lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah 

memperoleh dukungan dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan 

Pemerintah Daerah tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan 

dari pihak lain ini diwijudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah.  

Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam 

mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi Daerahnya serta 

menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya dengan dukungan dari pihak 

lain. Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam ketentuan 

Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat 

mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.  

Selanjutnya ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam 

Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama Daerah 

yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja 

Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan 

Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan 

Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Kemudian  untuk Kerja Sama dengan 

Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang 

mengikat para pihak.  
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Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama 

Daerah Dengan Pihak Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota 

Kesepakatan yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dengan isi dan 

format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL 

implementasinya dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini 

menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama 

yang pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.  

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melaksanakan 

kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan pemerintah daerah lain, 

dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah. Banyak alasan 

yang melatar belakangi dilaksanakannya kerjasama yang pada intinya adalah 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak 

tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat.  

Dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung 

Barat melakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu Kerja sama daerah 

dilakukan dengan prinsip: 

1. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus 

dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, 

kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

2. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk 

mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan 

bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. 
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3. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan 

biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang 

sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal  

4. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat.  

5. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat    

memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat.  

6. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja 

sama.  

7. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh 

melaksanakan kerja sama.  

8. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan 

kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.  

9. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.  

10. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para 

pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah ; dan  

11. Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat 

secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.  

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan 

kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, maka perlu disusun Identifikasi dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah; 
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama 

Daerah dengan Pihak Ketiga; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1 Tahun 2019 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2005-2025; 

 

C. Maksud Dan Tujuan Monitoring Dan Evaluasi 

1. Maksud 

Maksud dari pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bagian 

Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah untuk 

memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi terkait dengan berbagai 

kerja sama yang dilaksanakan Perangkat Daerah kabupaten Tanjung Jabung 

Barat, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri serta 

untuk melihat pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan perangkat 

daerah. 

2. Tujuan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kesesuaian program kerjasama dengan Nota  Kesepakatan / 

Perjanjian Kerja Sama. 

b. Menjamin tercapainya tujuan kerja sama berdasarkan Nota  Kesepakatan / 

MoU yang disepakati dengan mitra kerja sama. 

c. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang meliputi berbagai 

program kerja sama berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

d. Mengetahui relevansi kegiatan kerja sama yang meliputi kegiatan dan 

program implementasi kerja sama. 

e. Melihat keberlanjutan kegiatan kerja sama apakah perlu untuk dilakukan 

pengembangan/dilanjutkan atau dihentikan. 
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D. Manfaat Monitoring Dan Evaluasi 

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama diharapkan dapat 

dijadikan tolak ukur kemanfaatan pelaksanaan Kerjasama dan sebagai bahan 

informasi bagi pimpinan dalam melaksanakan program kerja bidang kerja sama 

dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan tujuan Kepala Daerah. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama tahun 2024 

dilaksanakan baik untuk kerja sama dalam negeri yang masih berlaku dalam 

kurun waktu 2 (Dua) Tahun yaitu 2023-2024. 

 

F. Metode Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan terhadap data 

kerja sama yang masih aktif yang dilaksanakan Perangkat Daerah sampai dengan 

tahun 2024. 

 

G. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama ini dilakukan melalui 

tahapan sebagai berikut:  

1. Persiapan instrument monitoring dan evaluasi kerja sama. 

2. Rekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kerja sama.  

3. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam rangka menyusun laporan. 

4. penyusunan laporan. 

5. Menyampaikan Laporan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja 

sama. 
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BAB II 

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA 

 

A. Kerja Sama Dalam Negeri 

 Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Unit Kerja dan 

Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus 

memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. 

Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:  

Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan: 

1. persiapan; 

2. penawaran; 

3. penyusunan Kesepakatan Bersama; 

4. penandatanganan Kesepakatan Bersama; 

5. persetujuan DPRD; 

6. penyusunan PKS; 

7. penandatanganan PKS; 

8. pelaksanaan; 

9. penatausahaan; dan 

10. pelaporan. 

 Perumusan Naskah Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya 

dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama 

yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam 

rancangan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh 

bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat dengan 

pihak terkait. Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau 

perjanjian kerjasama yaitu; Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian 

kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Tim TKKSD dan mitra kerja. 

Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian 

Kerjasama. 
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B. Kerja Sama Luar Negeri 

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri, Unit Kerja dan Bagian 

Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus 

memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020. 

Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:  

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan: 

1. prakarsa;  

2. penjajakan;  

3. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;  

4. penyusunan Rencana Kerja Sama;  

5. persetujuan DPRD;  

6. verifikasi;  

7. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;  

8. pembahasan Naskah Kerja Sama;  

9. persetujuan Menteri;  

10. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan  

11. pelaksanaan.   

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah 

dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.  

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan 

Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.  
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C. Data Kerja Sama Dalam Negeri 

Selama kurun waktu 2 (Dua) Tahun dari tahun 2023 s.d 2024 Pemerintah 

Kabupaten Tanjung jabung Barat telah melaksanakan Kerja Sama Dalam Negeri 

yang terdiri dari : 

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dengan jumlah 

- Kerja Sama Wajib 4 (empat) Kesepakatan Bersama/MOU dan 18 

(delapan belas) Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

- Kerja Sama Sukarela 3 (tiga) Kesepakatan Bersama/MOU dan 2 (dua) 

Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dengan 22 (dua puluh dua) 

Kesepakatan Bersama/MOU dan 54 (lima puluh empat) Perjanjian Kerja 

Sama (PKS). 

3. Kerja Sama Sinergi dengan 4 (empat) Kesepakatan Bersama.  
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D. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 
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E. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 
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F. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perangkat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023. 
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

PERIODE TAHUN 2023 

 

 

1. KSDPK ; 

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

 

2. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal 

dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. W5.PAS.7-4.HH.04.05 

Tahun 2023 dan No. 100.3.7.1/32/PKS.SETDA/VI/KS/2023. 

 

3. Para pihak; 

- Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

 

4. Maksud dan tujuan; 

- Untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan 

penyelengaraan kegiatan Kemandirian Warga binaan Pemasyarakatan (WBP) di 

bidang budidaya perikanan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala 

Tungkal dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Dengan tujuan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pemberian dukungan 

pelaksanaan program kegiatan kemandirian Warga Binaan Lembaga 

Permasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal. 

 

5. Objek; 

- Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengikuti Program Kegiatan 

Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang perikanan. 

 

6. Jangka waktu; 

- Tiga Tahun Tahun (2023 – 2025). 

 

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- Ya, dalam upaya meningkatkan produktifitas usaha budidaya ikan skala kecil. 

 

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat 

melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS). 

 

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 
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11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada); 
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

PERIODE TAHUN 2020-2022 

 

 

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ; 

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 

Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi darat 

(PTDI-STTD) Bekasi. 

 

2. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan 

No. 050/250/V/BAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian  

kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017. 

- Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan 

No. 050/1754/DISHUB/2017. 

- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia – Sekolah 

Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No. 

050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik 

Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022. 

- Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat 

Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan 

No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022. 

 

3. Para pihak; 

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat 

(PDTI-STTD) Bekasi. 

 

4. Maksud dan tujuan; 

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat 

di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

 

5. Objek; 

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat 

dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan 

kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 

6. Jangka waktu; 
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- Lima Tahun (4 Agustus 2017 – 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024 

 

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- 

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat 

melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS). 

 

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada); 

- 

 

 

 
  

  



 
 

`38 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

PERIODE TAHUN 2020-2022 

 

 

1. KSDD ; 

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan 

Kepegwaian Daerah Provinsi Riau. 

 

2. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

 

3. Para pihak; 

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 

 

4. Maksud dan tujuan; 

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar penyelenggaraan penilaian 

kompetensi manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabuaten Tanjung Jabung Barat. 

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi standar kompetensi 

manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabuaten Tanjung Jabung Barat. 

 

5. Objek; 

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

6. Jangka waktu; 

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 

ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan 

PARA PIHAK 

 

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- 

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

 

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat 

melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS). 

 

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan 
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- 

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG 

JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022 

 

 

1. KSDD ; 

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 

Pemerintah Kabupaten Tebo. 

 

2. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

 

3. Para pihak; 

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo. 

 

4. Maksud dan tujuan; 

1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menggalang Kerja Sama dalam 

Lingkup Penanggulangan Kebakaran. 

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

penanggulangan kebakaran secara terencana, cepat, terorganisir dan terpadu. 

 

5. Objek; 

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanggulangan Kebakaran di Wilayah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo. 

 

6. Jangka waktu; 

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 27 Juli 2021 

s.d 27 Juli 2024 

 

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

Ya, adanya Sub Kegiatan untuk Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar 

Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, 

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 

 

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Terjalinnya Jaringan Informasi dan Komunikasi yang efektif serta data bencana 

kebakaran pemukiman dan penyelamatan. 

 

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dan kabupaten tebo yang handal serta belum memiliki sertifikat sesuai dengan 

standar kualifikasi. 

- Masih kurangnya sarana dan prasarana. 
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10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ; 

- Terpenuhinya jumlah personil Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan 

- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai. 

 

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan 

- 
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANJUNG JABUNG 

BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022 

 

 

1. KSDD ; 

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 

Pemerintah Kabupaten Tebo. 

 

2. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

 

3. Para pihak; 

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. 

 

4. Maksud dan tujuan; 

1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah Mensinergikan sumber daya yang dimiliki 

dan memnuhi tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi 

masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten tanjung Jabung Barat serta 

Kabupaten tebo. 

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah akses masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan tertib Administrasi. Kependudukan dan Pencatatan 

sipil pada masyarakat di Daerah Perbatasan. 

 

5. Objek; 

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat yang tinggal di Wilayah 

perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo. 

 

6. Jangka waktu; 

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 22 Juni 2022 

s.d 22 Juni 2025. 

 

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

 

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI), 

Surat Pindah WNI, Pelayanan data Kependudukan. 

 

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Sinyal atau Jaringan, dikarenakan pada saat ini sudah memakai SIAK terpusat. 

 

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ; 
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- Dapat dilakukan dengan media telpon atau whatsapp 

 

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ; 

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke 

Tanjung jabung Barat. 
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BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

PERIODE TAHUN 2020-2022 

 

 

12. KSDPK ; 

- Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dengan 20 Perusahaan dalam Kabupaten tanjung Jabung Barat (Nama 

Perusahaan terlampir). 

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dengan 18 Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(Nama Perusahaan Terlampir) 

 

13. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan 

No. 050/250/V/BAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian  

kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017. 

- Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan 

No. 050/1754/DISHUB/2017. 

- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia – Sekolah 

Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No. 

050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik 

Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022. 

- Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat 

Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan 

No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022. 

 

14. Para pihak; 

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat 

(PDTI-STTD) Bekasi. 

 

15. Maksud dan tujuan; 

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat 

di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

 

16. Objek; 

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat 

dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan 

kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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17. Jangka waktu; 

- Lima Tahun (4 Agustus 2017 – 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024 

 

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- 

 

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat 

melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS). 

 

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- 

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada); 

- 
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BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)  

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN KABUPATEN TANUNG JABUNG BARAT DENGAN LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL 

 

12. KSDPK/SINERGI/WAJIB ; 

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Tanung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Kuala Tungkal. 

 

13. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama anatara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor: 

100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3 

Tanggal 15 Juni 2023 tentang  Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum 

Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan 

Keimigrasiandan Layanan Pemasyarakatan; 

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal 

dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun 

2023 dan Nomor : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023 

tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.. 

 

14. Para pihak; 

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal. 

 

15. Maksud dan tujuan; 

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam 

pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan 

anatara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat . 

- Tujuan Kegiatan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan 

kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

16. Objek; 

- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 

Kuala Tungkal menjadi lebih produktif. 

 

17. Jangka waktu; 

- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026. 

 

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- Ya 
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19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala 

Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan 

bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, 

pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah 

terindgrasi Kembali kemasyarakat.  

 

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang 

bersumber dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

 

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

- Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan menggunakan mata 

anggaran (DIPA) LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal. 

 

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada); 
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`48 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH 

LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) 

PUSKESMAS KUALA TUNGKAL IKAB. TANJUNG JABUNG BARAT  

PERIODE TAHUN 2022-2023 

 

 

12. KSDD ; 

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 

OMBUDSMAN 

 

13. Bentuk Naskah KSDPK; 

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

 

14. Para pihak; 

- Puskesmas Kuala Tungkal I 

- Ombudsman 

 

15. Maksud dan tujuan; 

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan 

koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan public 

di lingkungan Puskesmas KualaTungkal I 

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Puskesmas Kuala Tungkal I 

 

16. Objek; 

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Puskesmas Kuala Tungkal I dan 

Ombusdman 

 

17. Jangka waktu; 

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun yaitu Tahun 2023 

s/d 2025 

 

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan 

RKPD? Mohon diisi! 

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

- Landasan Kerjasama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik 

 

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan 

secara singkat! 

 

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Memperoleh pendampingan secara berkala dalam percepatan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan public dan pencegahan Maladministrasi 

- Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan pelayan public 

- Menjalankan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur 

(SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan public 

- Memperoleh data dan atau informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 
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20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ; 

- Kurangnya bimbingan dan masukan untuk meningkatkan pelayanan publik di 

puskesmas kuala tungkal I. 

 

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat! 

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ; 

- Telah di tindak lanjuti secara musyawarah dan mufakat untuk melengkapi fasilitas 

kebutuhan Masyarakat di Puskesmas Kuala Tungkal I. 

 

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ; 

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang telah di persiapkan  

- Telah di lengkapi dokumentasi serta sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu 

pelayanan di Puskesmas Kuala Tungkal I 
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LAPORAN EVALUASI KINERJA  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)  

PUSKESMAS KUALA TUNGKAL II  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023 

 
 

23. KSDPK/SINERGI/WAJIB ; 
- Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. 
 

24. Bentuk Naskah KSDPK; 
- Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten  Tanjung Jabung 

Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi tentang 
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Kuala 
Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 100.3.7.1/97/PKS.SETDA/XII/KS/2023 
dan No. 0021/KS.01.01-06/XII/2023. 
 

25. Para pihak; 
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. 
- Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 

26. Maksud dan tujuan; 
- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi 

dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan 
PIHAK KESATU 

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan public dilingkungan PIHAK KESATU 

 
27. Objek; 

- Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di 
lingkungan PIHAK KESATU 

- Pencegahan maladministrasi di lingkungan PIHAK KESATU 
- Pertukaran data dan /atau informasi 
- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan 
- Pemanfaatan sarana dn prasarana 

 
28. Jangka waktu; 

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal 
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK 
yaitu pada tanggal 11 Desember 2023 – 11 Desember 2025.  
 

29. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan RKPD? 
- Ya, kerja sama ini termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah / RKPD dan 

RPJMD 
 

30. Apakah hasil / output yang dicapai dari Kerja Sama ini?  
- Meningkatnya kualitas mutu pelayanan di puskesmas Kuala Tungkal II bagi masyarakat 

dengan SDM bidang Kesehatan yang berkompeten, melalui percepatan penanganan dan 
penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di lingkungan puskesmas, pencegahan 
Maladministrasi serta pemanfaatan sarana prasarana dengan optimal  
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31. Permasalahan / kendala?  
- Tidak ada permasalahan yang berarti dengan ombudsman, hanya kami kurang 

koordinasi dalam pelaksanaan perbaikkan layanan kesehatan di puskesmas.  
 

32. Upaya penyelesaian permasalahan?  
- Lebih mengoptimalkan Koordinasi dengan narahubung untuk mendapatkan saran 

perbaikan layanan ke Masyarakat agar lebih baik lagi. 
 

33. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ; 
Dokumentasi kegiatan berupa perbaikan perbaikan yang telah di lakukan puskesmas sesuai 
instruksi ombusman. Berikut hasil dokumentasi smester 1 tahun 2024 
- Laporan hasil kotak saran persemester( januari s.d juli 2024 ) untuk mengunpulkan 

saranan dan masukkan dari masyarakat pengguna layanan puskesmas, hasil kotak saran 
terdokumentasi oleh tim khusus kepuasan pelanggan puskesmas 
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- Laporan hasil pengaduan : 
 

Laporan Keluhan Pelanggan melalui WA 
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Laporan Keluhan Pelanggan melalui FACEBOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Laporan hasil IKM  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Laporan Hasil IKM : 

 
Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat bulan Februari Tahun 2024 dengan 379 
responden menghasilkan IKM sebesar 79,53. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Puskesmas Kuala Tungkal II mendapatkan 
kategori B yaitu kinerja unit pelayanan Baik.   
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- Laporan media layanan puskesmas  
 

                     
 

- Contoh foto papan retribusi BLUD dengan perda terbaru : 
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- Contoh foto papan retribusi BLUD dengan perda lama : 
 
 
             

 
 

- Kipas angin  
 

Permintaan Kipas Angin dari Pasien melalui koesioner IKM 
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Pertemuan Tim Kepuasan pelanggan dengan manajemen puskesmas, membahas kinerja tim per 
smester.  

 

 
 

  



 
 

84 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

85 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

86 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

87 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

88 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

89 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 



 
 

90 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

91 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

92 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

93 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

94 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

95 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

96 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

97 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

98 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

99 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

100 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

101 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

102 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

103 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 

  



 
 

104 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

105 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

106 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

107 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

108 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

109 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

110 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

111 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

112 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

113 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

114 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

115 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

116 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

117 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

118 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

119 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

120 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

121 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

122 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

123 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

124 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

125 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

126 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

127 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

128 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

129 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

  



 
 

130 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

131 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

132 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

133 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

134 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

135 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

136 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

137 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

138 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

139 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

140 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

141 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

142 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

  



 
 

143 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

144 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

145 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

146 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

147 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

148 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

149 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

150 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

151 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

152 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

  



 
 

153 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

154 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

155 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

156 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

157 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

158 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

159 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

160 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

161 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

162 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

163 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

164 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

165 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

166 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

167 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

168 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

169 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

170 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

171 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

172 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

173 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

174 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

175 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

176 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

177 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

178 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

179 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

180 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

181 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

182 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

183 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

184 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

185 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

186 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

187 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

188 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

189 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

  



 
 

190 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 



 
 

191 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

192 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

193 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

194 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

195 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

196 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

197 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

198 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

199 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

200 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 

  



 
 

201 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

202 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

203 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

204 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

205 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

206 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

207 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

208 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

209 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

210 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

211 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

212 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

213 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

214 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

215 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

216 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

217 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

218 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

219 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

220 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

221 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

222 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

223 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

224 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

225 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

226 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

227 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

228 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

229 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

230 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

231 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

232 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

233 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

234 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

235 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

236 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

237 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

238 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

239 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

240 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

241 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

242 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

243 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 



 
 

244 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

245 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

246 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

247 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

248 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

249 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

250 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

251 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

252 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

253 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

254 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

255 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

256 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

257 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

258 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

259 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

260 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

261 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

262 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

263 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

264 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

265 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

266 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

267 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

268 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

269 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 



 
 

270 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

 
 

 

 

 



 
 

271 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

  



 
 

272 
 

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT 

BAB III 

KERJA SAMA LUAR NEGERI 

 

A. Latar Belakang  

1. Dasar  :  

a. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

b. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 

09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan 

Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.  

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Kerja Sama Daerah. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2020 Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. 

2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

a. Luas wilayah, Administrasi  dan Letak Geografis  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.009,82 Km2 

secara administratif dibagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 

Kelurahan dan 114 Desa secara administrative geografis terletak antara 

0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o 23’ - 104o21’ Bujur 

Timur. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 5 009,82 

Km2. Batas-batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Utara : Propinsi Riau 

; Selatan : Kabupaten Batanghari ; Barat : Kabupaten Batanghari dan 

Kabupaten Tebo ; Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. 

Tannjung jabung Barat merupakan daerah pesisir di wilayah Pantai Timur 

Sumatera dengan curah hujan rata – rata 19,680 mm dan 14 hari hujan 

setiap bulannya dengan puncak intensitas hari hujan pada bulan 

November dan Desember yang mencapai lebih dari 20 hari hujan. 
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b. Luas Daerah 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
5.009,82 Km2 

 

 

c. Batas Daerah 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
 
Utara 

Propinsi Riau 
5.009,82 Km2 
 
Selatan 

Kabupaten Batanghari 
5.009,82 Km2 
 
Barat 
Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo 
5.009,82 Km2 
 
Timur 
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Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
5.009,82 Km2 

d. Kependudukan 

Populasi penduduk pada tahun 2021-2023 adalah 323.466 jiwa yang 

terdiri dari dari 13 Kecamatan dan memiliki 20 Kelurahan serta 114 Desa. 

 

Sumber/Source: BPS dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and 
Ministry of Home Affairs 

B. Tujuan 

Sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam meningkatkan promosi 

daerah khususnya dalam upaya kerja sama dengan Negara lain.  

C. Potensi Bidang Kerjasama 

Pada penulisan singkat ini bahwa penulis menyajikan beberapa sebagian 

kecil potensi yang “memungkinkan” untuk dikembangkan sementara ini antara 

lain: 

1. Sektor Pertanian. 

2. Sosial Budaya termasuk didalamnya kesenian kearifan lokal 

3. Perdagangan dengan mengutamakan enteprener usia produktif 
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D. Uraian Potensi Bidang Kerjasama 

1. Sektor Pertanian. 

a. Komuditi perkebunan sawit, kelapa dalam, pinang dan kopi dan juga ternak 

sapi serta kambing. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan 

penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan hilirisasi dan menarik investor 

untuk berinvestasi di kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berpotensial untuk 

pengembangan ternak daging potong seperti sapi, kambing, domba dan  

kerbau, hal ini didukung dengan potensi alam dimana sebagian besar area 

Kabupaten Tanjung Jabung masih merupakan daerah/area terbuka hijau.   

2. Sosial Budaya dengan mengutamakan kearifan lokal. 

Secara harfiah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukotanya di 

Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir, sebelumnya merupakan satu kesatuan 

wilayah administrative dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(http://tanjabbarkab.go.id/site/sejarah-singkat/)  merupakan Kabupaten 

dengan ciri etnik yang mewakili Nusantara bahkan asia timur raya dimana 

masyarakatnya beragam terdiri dari berbagai suku di Indonesia serta warga 

keturunan Tiongkok, India, Arab dan sebagian kecil Indocina 

(https://id.wikipedia.org/ wiki/Tungkal_Ilir,_Tanjung_Jabung_Barat)  

sehingga hal ini sangat berpengaruh pada adat istiadat setempat serta seni 

budaya yang berkembang didaerah ini hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya beberapa sanggar seni antara lain : 

a. Sanggar budaya etnis Jawa    

b. Sanggar budaya etnis  

3. Perdagangan  

Pada awalnya masyarakat Tanjung Jabung  secara umum adalah 

pedagang lintas batas yang melingkupi pulau dan batas Negara sekitar seperti 

Batam, Singapura, Tanjung Pinang maupun Malaysia namun demikian hal itu 

sebagian besar dilakukan secara illegal sehingga perlu adanya fasilitasi dari 

http://tanjabbarkab.go.id/site/sejarah-singkat/
https://id.wikipedia.org/%20wiki/Tungkal_Ilir,_Tanjung_Jabung_Barat
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pemerintah untuk mengupayakan legalitas kegiatan tersebut melalui aturan 

khusus yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. 

E. Upaya Pemerintah 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya membuka 

jalan menuju jejaring dunia  internasional dengan bergabung dalam forum United 

Cities and Local Govermments Asia Pasific (UCLG ASPAC). 

United Cities and Local Govermments atau UCLG hadir sebagai bagian 

asosiasi organisasi pemerintah daerah yang diakui PBB. UCLG memiliki regional 

section yang menjadi indentitas mandiri, yakni UCLG ASPAC. Wilayah kerja UCLG 

ASPAC mencakup pemerintah daerah di negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Termasuk Indonesia. Tujuannya mengakselerasi pembangunan berkelanjutan 

melalui kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah. 

Keanggotaan ini adalah jalan terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat untuk membangun jejaring dan memberikan dukungan dan 

fasilitasi kemitraan serta kerja sama dengan kota-kota dan pemerintah daerah di 

Asia Pasifik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah 

dalam memperoleh informasi tentang kinerja bidang kerja sama baik kerja sama 

dalam negeri maupun luar negeri yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2024. Demikian juga mitra kerja sama, 

diharapkan dapat memperoleh data dan informasi pelaksanaan kerja sama 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Laporan ini diharapkan mendapat masukan dari seluruh pengampu 

kepentingan, terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang belum terangkum 

dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pada laporan 

berikutnya. 


